
 

 
 

BERITA NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA 

No.155, 2010 KEMENTERIAN KEUANGAN. PPN. Pengembalian 
Kelebihan. 

 
PERATURAN MENTERI KEUANGAN 

NOMOR  72/PMK.03/2010 
TENTANG 

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PAJAK PERTAMBAHAN 
NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN 

ATAS BARANG MEWAH 

DENGAN RAHMAT  TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI KEUANGAN, 

Menimbang  : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (13) 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak 
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan 
atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, 
perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata 
Cara Pengembalian Kelebihan Pajak Pertambahan Nilai atau 
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang 
Mewah; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, 
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4999); 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak 
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan 
atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 42 Tahun 2009 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069); 

3. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009; 
MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG 
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PAJAK 
PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK 
PERTAMBAHAN NILAI  DAN PAJAK PENJUALAN 
ATAS BARANG MEWAH. 

BAB I 
UMUM 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan: 
1. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang 

selanjutnya disebut Undang-Undang KUP, adalah Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 16 Tahun 2009. 

2. Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, yang selanjutnya disebut 
Undang-Undang PPN, adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang 
Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang 
Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 42 Tahun 2009. 

3. Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan 
atas Barang Mewah yang selanjutnya disebut Pajak adalah Pajak 
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Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas 
Barang Mewah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PPN. 

4. Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan 
Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak 
berdasarkan Undang-Undang PPN. 

5. Surat ketetapan pajak adalah surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan 
Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat 
Ketetapan Pajak Nihil, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar. 

6. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar adalah surat ketetapan pajak yang 
menentukan jumlah kelebihan Pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar 
daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 

7. Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak adalah surat 
keputusan yang menentukan jumlah pengembalian pendahuluan kelebihan 
Pajak untuk Wajib Pajak Tertentu.  

8. Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah 
dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak 
dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena 
Pajak Tidak Berwujud dari luar daerah pabean dan/atau pemanfaatan Jasa 
Kena Pajak dari luar daerah pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak. 

9. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk 
menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu 
jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang KUP. 

Pasal 2 
(1) Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan 

lebih besar daripada Pajak Keluaran, selisihnya merupakan kelebihan Pajak 
yang dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya.  

(2) Kelebihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: 
a. Kelebihan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran dalam suatu Masa 

Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4a), ayat (4b) dan ayat 
(4c) Undang-Undang PPN; atau 

b. Kelebihan Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak tertentu 
sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan Pajak Penjualan atas Barang 
Mewah yang telah dibayar atas perolehan Barang Kena Pajak yang 
tergolong mewah yang diekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 
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ayat (3) Undang-Undang PPN, dalam hal ekspor Barang Kena Pajak 
yang tergolong mewah. 

(3) Pengusaha Kena Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas 
kelebihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada akhir tahun 
buku. 

(4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 
(3), atas kelebihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat 
diajukan permohonan pengembalian pada setiap Masa Pajak oleh: 
a. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan ekspor Barang Kena Pajak 

Berwujud; 
b. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak 

dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada Pemungut Pajak 
Pertambahan Nilai; 

c. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak 
dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang Pajak Pertambahan Nilainya 
tidak dipungut; 

d. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan ekspor Barang Kena Pajak 
Tidak Berwujud; 

e.  Pengusaha Kena Pajak yang melakukan ekspor Jasa Kena Pajak; 
dan/atau 

f. Pengusaha Kena Pajak dalam tahap belum berproduksi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2a) Undang-Undang PPN. 

(5) Bagi Pengusaha Kena Pajak Orang Pribadi yang dikecualikan dari 
kewajiban menyelenggarakan pembukuan, pengertian tahun buku 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah tahun kalender. 

Pasal 3 
(1) Pengusaha Kena Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian 

kelebihan Pajak dengan menggunakan: 
a. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai yang 

mencantumkan tanda permohonan pengembalian kelebihan Pajak 
dengan cara mengisi kolom "Dikembalikan (restitusi)"; atau 

b. Surat permohonan tersendiri, apabila kolom "Dikembalikan (restitusi)" 
dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai tidak diisi 
atau tidak mencantumkan tanda permohonan pengembalian kelebihan 
Pajak. 
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(2) Dalam hal Pengusaha Kena Pajak yang mengajukan permohonan 
pengembalian kelebihan Pajak berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak 
berisiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4c) 
Undang-Undang PPN juga berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak kriteria 
tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C Undang-Undang KUP 
atau sebagai Pengusaha Kena Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17D Undang-Undang KUP, Pengusaha 
Kena Pajak tersebut diperlakukan sebagai Pengusaha Kena Pajak berisiko 
rendah. 

(3) Permohonan pengembalian kelebihan Pajak diajukan kepada Kepala 
Kantor Pelayanan Pajak di tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan. 

(4) Permohonan pengembalian kelebihan Pajak sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) ditentukan 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) Masa Pajak. 

Pasal 4 
(1) Permohonan pengembalian kelebihan Pajak dapat diproses melalui 

penelitian atau  pemeriksaan.   
(2) Penelitian dilakukan terhadap permohonan pengembalian kelebihan Pajak 

yang diajukan oleh: 
a. Pengusaha Kena Pajak kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 17C Undang-Undang KUP; 
b. Pengusaha Kena Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17D Undang-Undang KUP; atau 
c. Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 9 ayat (4c) Undang-Undang PPN. 
(3) Pemeriksaan dilakukan terhadap permohonan pengembalian kelebihan 

Pajak yang diajukan oleh  Pengusaha Kena Pajak selain Pengusaha Kena 
Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 

BAB II 
PENELITIAN 

Pasal 5 
Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan penelitian atas permohonan 
pengembalian kelebihan Pajak yang diajukan oleh Pengusaha Kena Pajak 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), harus menerbitkan Surat 
Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak.  
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Pasal 6 
Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan sesuai ketentuan 
sebagai berikut: 
a. Dalam hal permohonan pengembalian kelebihan Pajak disampaikan oleh 

Pengusaha Kena Pajak kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
ayat (2) huruf a, penelitian dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana 
diatur dalam Pasal 17C Undang-Undang KUP; 

b. Dalam hal permohonan pengembalian kelebihan Pajak disampaikan oleh 
Pengusaha Kena Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, penelitian dilakukan berdasarkan 
ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 17D Undang-Undang KUP; 

c. Dalam hal permohonan pengembalian kelebihan Pajak disampaikan oleh 
Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
ayat (2) huruf c, penelitian dilakukan terhadap: 
1. kebenaran pemenuhan ketentuan Pasal 9 ayat (4b) huruf a, huruf b, 

huruf c, huruf d, dan huruf e Undang-Undang PPN; 
2. kelengkapan Surat Pemberitahuan dan lampiran-lampirannya; 
3. kebenaran penulisan dan penghitungan pajak; dan 
4. kebenaran pembayaran pajak yang telah dilakukan oleh Wajib Pajak. 

Pasal 7 
(1) Direktur Jenderal Pajak harus menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian 

Pendahuluan Kelebihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 paling 
lama 1 (satu) bulan sejak saat diterimanya permohonan pengembalian 
kelebihan Pajak. 

(2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan 
Direktur Jenderal Pajak tidak menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian 
Pendahuluan Kelebihan Pajak, permohonan pengembalian kelebihan Pajak 
yang diajukan dianggap dikabulkan dan Surat Keputusan Pengembalian 
Pendahuluan Kelebihan Pajak harus diterbitkan paling lama 7 (tujuh) hari 
setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir. 

(3) Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) atas permohonan pengembalian kelebihan Pajak 
disampaikan oleh Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, tidak diterbitkan apabila: 
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a. hasil penelitian menyatakan Pengusaha Kena Pajak tidak memenuhi 
ketentuan Pasal 9 ayat (4b) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf 
e Undang-Undang PPN; 

b. hasil penelitian menyatakan tidak lebih bayar; 
c. lampiran Surat Pemberitahuan tidak lengkap; dan/atau 
d. pembayaran Pajak tidak benar. 

(4) Dalam hal Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak 
tidak diterbitkan, kepada Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diberikan pemberitahuan secara 
tertulis dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam 
Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini, yang merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini. 

(5) Dalam hal Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak 
tidak diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), permohonan 
pengembalian kelebihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 
diproses berdasarkan ketentuan Pasal 17B Undang-Undang KUP. 

BAB III 
PEMERIKSAAN 

Pasal 8 
(1) Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan atas permohonan 

pengembalian kelebihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 
(3) harus menerbitkan surat ketetapan pajak paling lama 12 (dua belas) 
bulan sejak permohonan pengembalian kelebihan Pajak diterima. 

(2) Jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tidak berlaku dalam hal terhadap Pengusaha Kena Pajak sedang dilakukan 
pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan. 

Pasal 9 
(1) Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pengembalian pendahuluan 

kelebihan Pajak dapat melakukan pemeriksaan kepada Pengusaha Kena 
Pajak berisiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4c) 
Undang-Undang PPN, Pengusaha Kena Pajak kriteria tertentu sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 17C Undang-Undang KUP, atau Pengusaha Kena 
Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 17D Undang-Undang KUP. 
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(2) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Pengusaha Kena 
Pajak kriteria tertentu atau Pengusaha Kena Pajak yang memenuhi 
persyaratan tertentu wajib membayar jumlah kekurangan Pajak ditambah 
dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) 
dari jumlah kekurangan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 17C ayat (5) atau Pasal 17D ayat (5) Undang-Undang KUP. 

(3) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Pengusaha Kena 
Pajak berisiko rendah wajib membayar jumlah kekurangan Pajak ditambah 
dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per 
bulan, paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dari jumlah kekurangan 
pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) 
Undang-Undang KUP. 

Pasal 10 
Dalam hal permohonan pengembalian kelebihan Pajak yang disampaikan oleh:  
a. Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 

ayat (4c) Undang-Undang PPN; 
b.  Pengusaha Kena Pajak kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

17C Undang-Undang KUP; atau  
c. Pengusaha Kena Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 17D Undang-Undang KUP, 
meliputi kelebihan pembayaran akibat kompensasi Masa Pajak sebelum 
Pengusaha Kena Pajak menjadi Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, huruf b, dan huruf c, Direktur Jenderal Pajak wajib melakukan 
pemeriksaan Pajak atas Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai 
yang menyatakan kelebihan pembayaran yang dikompensasikan tersebut. 

Pasal 11 
Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 
dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

BAB V 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 12 
Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2010.   
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik 
Indonesia. 

 
Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal  31 Maret 2010 
MENTERI KEUANGAN 
REPUBLIK INDONESIA, 
 
SRI MULYANI INDRAWATI 

 
Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 31 Maret 2010 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA, 
 
PATRIALIS AKBAR 
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LAMPIRAN 
PERATURAN MENTERI KEUANGAN 
NOMOR ....72/PMK.03/2010 TENTANG TATA 
CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN 
PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 
ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI  DAN 
PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH. 

 
KEMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK.... 

KANTOR PELAYANAN PAJAK.... 
(alamat, nomor telepon dan nomor faksimili) 

 
Nomor :                                (tanggal, bulan, tahun) 
Sifat : Biasa 
Hal : Pemberitahuan Surat Keputusan Pengembalian 

Pendahuluan Kelebihan Pajak tidak diterbitkan 
 
Yth. .................... 
..........................  
 
 Sehubungan dengan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak Masa Pajak 
.................. yang Saudara ajukan dengan cara mengisi kolom yang tersedia dalam SPT Masa PPN 
Masa Pajak ................../dengan surat permohonan nomor ................. tanggal ......... hal ...............*), 
berdasarkan penelitian**): 

tidak memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat (4b) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e 
Undang-Undang PPN. 
ternyata tidak lebih bayar. 
lampiran Surat Pemberitahuan tidak lengkap. 
pembayaran pajak tidak benar. 

dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (4)) Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor............/PMK.03/2010, maka atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak 
Pertambahan Nilai Masa Pajak ............. yang Saudara ajukan tersebut tidak dapat diproses melalui 
penelitian dan akan diproses melalui pemeriksaan. 
 
 Demikian untuk dimaklumi. 
 

Kepala Kantor, 
 
        ......................... 
        NIP ................. 
 
  *) Coret yang tidak perlu. 
**) Pilih yang sesuai 
 

MENTERI KEUANGAN, 
 
SRI MULYANI INDRAWATI 
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